SALINAN

BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 98 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
dan dalam rangka percepatan pembangunan Desa,
menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian,
pemerataan dan menumbuh kembangkan partisipasi
masyarakat dalam = pelaksanaan = pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, perlu memberikan
bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah
Desa untuk pembangunan fisik dan prasarana Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 2036);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 1);

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA DESA.



Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Umum Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus untuk Pembangunan Fisik dan
Prasarana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 2

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan  untuk
Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa.

Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Mekanisme Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Daerah Kabupaten Mojokerto dan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemberian
Bantuan Keuangan dibentuk Panitia Asistensi Bantuan
Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Inspektorat Kabupaten Mojokerto melakukan
pengawasan baik realisasi fisik maupun keuangan yang
bersumber dari Bantuan Keuangan.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Inspektorat bersama Camat.

Pasal 5

Pedoman Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Mojokerto, Pemerintah desa, Panitia Asistensi
Bantuan Keuangan serta pemangku kepentingan lain dalam
pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, S April 2016

BUPATI MOJOKERTO,

ttd
MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal, 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MOJOKERTO,

ttd
HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO




